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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia pada zaman dahulu dan-
masa sekarang, masyarakatnya tentu sedang dan akan Ltozug'
mengalami rsuatu proses perkembangan dan perubahan sosial
sesuai tuntutan zaman, Untuk mengantisipasi perkembangan
dan perubahan sosial yang ada .ggar..tértib dan teratur
maka diperlukan pranata hukum yang tegak dan berwibawe,
Dengan adanya peraturan hukum yang berwibawa dan ditegﬁk
kan oleh aparat penegak hukum yang baik, maka proses per-
kembangan dan perubahan sosial dapat berjalan stabil dan
menunjang kelancaran gerak roda keberhasilan dalam pem-
bangunan:ﬁgsional.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tujuan pem-
bangunan nasional é&dalah untuk mewujudkan suatu masyara-
kat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia berda-
sarkan Undang-undang Dasar 1945, Untuk mencapai tujuan
ini, sudah tentu peranan pemerintah yang penuh dengan ke- -
sadaran dan kesungguhan untuk menggerakkan potensi  yang
dimiliki, serta adanya partisipasi rakyat sangat dibutuh
kan dalam pembangunan yang hendak dicapai,

Manifestasi dari tekad bangsa Indonesia untuk " me-
ningkatkan pembangunan Nasional,sebenarnya telah ada

sejak Proklamasi Kemerdekaan dikemukakan, namun pada
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waktu itu masih banyak hambatan dan kesulitan yang di-.
hadapi seperti timbulnya penghianatan G, 30. S. PKI, dan
gerakan lainya yang tidak bertanggungjawab, demgan maksud
untuk merongrong dan menghancurken pemerintahan yang sah,
dengan pertumbuh&n pembangunan nasional di segala bidang
mengalami pasang surut,

Pade masa pemerintahan Orde Baru mulailah diadakan
pembenahan dengan ditetapkan rencana pembangunan nasional
yang disusun dalam bentuk konsepsional secara  bertahap
dan sistematik, yang dituangkan dalam bentuk Rancangan
Pembangunan Lima Tahun (Repelita), Proses pembangunan ter
sebut, sudah tentu memerlukan suatu perjuangan, ketabahan
dan keuletan untuk mencapai tujuan pembangunan yang
didambakan, upaya-upaya itulah yang dianjurkan dan di-
serukan oleh pemerintah,

Keberhasilan pembangunan yang hendak dicapai tidak
lepas dari dorongan dan bimbingan dari pemeérintah demi
tercapainya masyarakat adil dan makmur, Untuk itu pgnie-
rintah berusaha mengadakan pembinaan dan = penyempurnaan
terhadap semua unsur, termasuk lembaga perbankan ¢ m
pada daé}nya bertujuan untuk membantu kegiatan pereko-
nomian yang terkontrol,

Dalam dunia perbankan sebagai perantara dalam pem-
bangunan (egengof development), bank dituntuk berperan_
aktif dalam pembangunan bangsa den Negara, sesuai dengan

tugasnya yaitu memberikan bantuan kredit permodalan ke~
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pada pihak ‘yang:membutphkan;- disamping memberikan pelayaman
Jasa~jasa bank lainnya., Dalam hal ini memainkan peranan
yang tidak kuramg pentingnya dalam menunjang pembangunan
Ekonomi Nasional baik dengan fungsinya sebagai lembaga
penghimpun’ dana dari masyarakat maupun sebagai penyalur -
kepada berbagai pihak untuk kegiatan usaha,

Pada hakekatnya tugas pokok bank adalah menerima dan
memberi kredit, sumber utama pendapatan bank adalah berasal
dari selisih bunga kredit, dengan demikian bagaimanapun.
juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya terhadap sega-
la hal wang berkaitan dengan operasi perkreditan dan per=
kembangan ekonomi,

Pembangunan dewasa ini telah nampak kemajuannya
tahap demi tahap yang merupakan hasil perjuangan rakyat
Indonesia., Kemanfaatan perjuangan usaha pembangunan _
Nasional adalah tercermin dalam Ketetapan MPR. No. II/MPR/
1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, menegaskan
bahwa asas pembangunan Nas;onal antara lain asas manfaat

yakni:

m" Segala usaha dan kegiafan pembangunan harus dapat
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan,
serta peningkatan kesejahteraan rakyat dan  pem=-

bangunan pribadi warga Negara".
“Sejak pembangunan tahap pertama dilaksanakan, pe-
merintah berupaya menetapkan .kebijaksanaan demi kesejah=-
teraan rakyatnya, yaitu antara lain dengan kredit permo=-

dalam kepada pengusaha pribumi golongan ekonomi lemah, -




agéi usahanya berjalan dengan lancar,

Sejak dimulainya pelifa pertama pada tahun 1968, .
selain kredit jangka pendek yang telah ada, diperkenal=-
kan pula bentuk perkreditan baru yang dikenal dengan
nama Kredit Investasi Kecil {KIK) dengan jangka menengah
maupun panjang yang syarat-syaratnya telah ditentukan,
Akan tetapi syarat-syarat ini sering tidak dipenuhi oleh
pihak pemakaian jasa kredit,

Pada pelita kedua, kebijaksanaan pemerintah dalam
pembangunan ekonomi terus ditegakkan lagi hasilnya, agar
program pemerintah itu dapat dinikmati oleh masyarakat,
Dengan demikian maka padapelita ketiga pemerintah senans
tiasamemberikan pedoman dan petunjuk dengan melalui
delapan jalur pemerataan pembangunan antara lain pemera-
taan kesempatan berusaha,.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) salah satu bank peme-
rintah yang melakukan usaha Bank umum dengan mempunyai
tugas-tugas pokok yang diatur'-dalam Undang-undang Nomor
21 tahun 1968, tentang Bank Rakyét Indonesia (BRI) adalah
sejalan dengan tujuan pembangunan Nasional khususnya da-
lam rangka pembinaan golongan pengusaha ekonomi lemah,

Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Soppeng sebagai
salah satu unit usaha Bank pemerintah dalam pembangunan

Bangsa dan Negara, sesuai bidank dan .sgkfor perkraditan,




antara lain dengan memberikan kredit umum, kredit pengae
daan dan lain-lain, Hal lain untuk mendorong perkembangan
usaha pada pengusaha lemah khususnya di Kabupaten Soppeng
yaitu dengan kebijaksanaan pemberian Kredit Investasi Ke-
cil (KIK).

Perlu diketahui bahwﬁ untuk menjamin kelancaran
pembangunan perkreditan, perlu diadakan suatu pengaturan
yang baik tentang perjanjian pemberian kredit, teruatama
untuk menghindari lelang kredit macet. Tugas usaha . per-
bankan suadah tentu menghendaki adanya kepastian . hmkum
dalam pemberian kredit dengan jalan menaeik jaminan dari
barang-barang milik penerina, kredit!(kreditur), agar kre-
dit yang diberikan dapat dibayarkan kembali sesuai dengan
waktu yang telah disepakati bersama,

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, di . dalam
perkatek ternyata masih banyak dijumpai masalah baik dari
pihak pemberi kredit maupun dari penerima kredit., Namun
tidak dapat disangkali bahwa masalah ini pada umumnfa di=
timbulkan oleh pengusaha kecil ekonomi lemah yang  telah
menerima Kredit Investasi Kecil (KIK) dimana kredit yang
telah diterima tidak dikembalikan sesuai dengan = waktu
yang diperjanjikan atau dengan kata lain terjadi kredit
macet.

Untuk masalah perkreditan yang macet inilal yang
mendorong penulis untuk memilih dan meneliti tndak lanjut

dalam suatu bentuk skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM




BERKENAAN DENGAN PERANAN ASURANSI PADA PELAKSANAAN PER-
JANJTAN KREDIT INVESTASI KECIL PADA BANK RAKYAT INDONESIA
(BRI) CABANG SOPPENG DAN KAITANNYA DENGAN PERKEMBANGAN
INDUSTRI KECIL.,
1.2 Batasan Masalah
Berdasarkan kenyatan tersebut maka : pembahasan
dalam skripsi ini terbatas pada permasalahan sebagai Jbe=-
rikut: |
1.2.1 Upaya apakah yang dapat dilaksanakan oleh Bank Rak=
yat Indonesia (BRI) cabang Soppeng dalam menganti-
pasi kredif macet.
1.2.2 Apakah perjanjian Kredit Investasi Kecil (KIK) da-
pat efektif atau berdaya guna untuk mengembangkan
indust®i kecil di Soppeng.

1.3, Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini da=
pat dikemukakan sebagai berikut:

1.3.1 Mencoha menganalisis Perjanjian Kredit Investasdi

Kecil dengan melakukan pendekatan dari segi . norma- -

tif sosiologis.

1.3.2 Untuk mencapai upaya-upaya yang harus ditempu dalam
penyelesaian kredit macet.

1.3.3 Dengan penulisah ini diharapkan dapat bermanfaat
t+idak hanya kepada penulis sendiri tetapi juga bagi
pihak-pihak yang berminat mengkaji lebih lanjut hal
ini.




1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan

dua metode penelitian yakni:

1.4.01

1.4.2

Penelitian kepustakaan, yamg dilakuakn dengan cara
mengkaji liftratur dan karya ilmia yang berkaitan
dengan pembahasan ini, untuk menjadikan acuan dalam
menggunakan teori.

Penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakui=
kan penulis pada Bank Rkyat Indonesia (BRI) cabang
Soppeng dan nasabahnya yang menggunakan Kredit Ine-
vestasi Kecil (KIK) dan pada PT Asuransi Kredit
Indonesia (PT ASKRINDO) cabang Wjung :.Pandang, hal
ini dimaksudkan untuk menguji teori yang telah di-
kemukakan dengan prakteknya di lapangan,

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skrisi ini, penulis menyusunnya

ke dalam lima bab, yang meliputi:

BAB 1

BAB 2

BAB 3

Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang
penulisan, batasan masalah, maksud dan tujuan penu=
lisan dan diahiri dengan sistematika penulisan,
Tinjauvan teoritis mengenai perjanjian Kredit Inves-
tasi Kecil dengan sub-sub yaitu pengertian Kredit _
Investasi Kecil serta hak dan kewajidan para pihak
pada perjanjian Kredit Investasi Kecil.

Peranan Asuransi pada.pérjanjiahm kredit investasi,

dengan pembahasan tentang peranan asuransi pada per




Janjian kredit investasi kecil (KIK) dan dilanjut's
kan dengan ketentuan premi asuransi kredit . inves-
tasi kecil.

BAB 4 Peranan asuransi pada pelaksanaan perjanjian EKredit
Investasi Kecil pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)
cabang Soppeng.

BAB 5 Kesimpulan dan saran yang meliputi kesimpulan penu=-
lis atas hal-=hal yang dipandeng.penting.




| | ;

BAB 2

PINJAUAN BTORTTIS MENGENAT PERJANJTAN KREDIT
'~ INVESTAST KEGIL

2.1 Pengertian Perjanjian dan aspek perjanjian

Salah satu upaya untuk menunjang pemerataan pem=
bangunan adalah meningkatkan kemanpuan berusaha bagi golong
an Ekonomi Remah, Dalam rangka mendorong pemerataan = peme
bangunan, kébijaksanaan moneter mempunyai peranan penting
khususnya dalam peningkatan stabilitas dan _ __kesepakatan
kerja. _dan mendorong produksi barang-barang dan jasa untuk
kebutuhan masyarakatterutama pangan, sandang dan perumahan,

Dalam hal pembangunan nasional yang pada hakekatnya
merupakan usala untuk merubah, memperbaiki atau memoderni-
sasikan sarana dan prasarana ekonomi dan sikap pola pikir
rakyat_yang diarahkan ke usaha ekonomi., Bilw« dilihat dari
segi output maupun efeesensi, maka pihak perbankan secara
aktif memegang peranan penting dalam menenttkan = lancar .

tidaknya usaha-usaha tersebut, Sehubungan dengan hal itu,
maka masalah pembangunan pembinaan bagi golongan ekonomi
lemah/pribumi perlu mendapatkan perhatian secara umum dan

merupakan mayoritas dari pengusaha di Indonesia.
Peningkatan peranan usaba=-usaha goiongan. ekonomi
lemah penting, tidak saja dilihat dari aspek para pengusaha
yang bersangkutan, akan tetapi yang lebih penting adalah
bila ditinjau dari aspek sosial ekonomi karena pada umumnya
pengusaha golongan ini lebih berorentasi pada padat karya




10

atau lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Peranan lembaga keuangan yang dihubungkan dengan
jalur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang dalam
hal ini adalah pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan
kerja dan meratakan kesempatan berusaha sangat diperlukan
dan ditingkatkan dalam menunjang para pengusaha : -  ekonomi
lemah melalui fasilitas kredit perbankan sebagai modal
usaha., Seperti diketahui bahwa, disamping faktor manejemen,
pemasaran dan organisasi, maka faktor modal merupakan salah
gsatu faktor kurang berhasilnya pada golongan ini.

Salah satu tugas pokok perbankan adalah untuk mem~
bantu mendurong kelancaram proses produksi para pengusaha
serta menyerap tenaga kerja guna meningkatkan taraf hidup
rakyat. Maka pada tanggal 4 Desember 1973 diperkenalkan
pada masyarakat suatu kebijaksanaan monoter yaitu pemberi-
an kredit khusus untuk pengusaha kecil golongan  ekonomi
lemah yang dikenal dengan name Kredit Investasi Kecil yang
gsekarang ini diubah menjadi Kredit ussha Kecil (KUK) atas
dasar Paket Januari (PAKJAN) tahun 1990 tertanggal 29 juni
tahun 1990,

Dengan sistim pinjaman kredit ini bersifat  lemah
dan prosudur sederhana yang tujuannya untuk mendorong per-
kembangan usaha dari pengusaha kecil golongan egkomomi le=-
mah, sekaligus turut pula memberikan dukungan bagi pertum=—
buhan proyek-proyek yang bersifat padat karya.

Dalam masa pembangunan, bank sangat memegang pef&qp;_
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an penting dalam rangka menunjang prekonomian Rakyat,
bangsa dan negara, Pembangunan yang memerlukan pembiayaan
itu bukan saja diperoleh dengan jalan mencetak uang yang
sebanyak-banyaknya yang mana dapat mengakibatkan inflasi,
tetapi yang penting adalah dengan jalan menghimpun dana=-
dana dari masyarakat yang tidak digunakan dalam jpentuk
giro, deposito dan tabungan kemudian diarahkan untuk menm-
biayai pembangunan. Disamping itu bank dapat menyalurkan
dana=-dana yang dimilikinya kepada masyarakat yang sangat
membutuhkan terutama untuk tujuan produktif melalui sistem
perkreditan.

Untuk mengetahui lebih lanhut tentang perjanjian
perkreditan, maka terlebih dahulu penulis membahas tentang
pengertian perjanjian sebagai berikut.

Menurut Subekti (1979: 1) bahwa:

" Susty perimiiep.sdsieD.syaly Pemieitus it mam: am
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesua=-
tu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubung-

an antara dua orang tersebut yang dinamakan peri-
katan, :

Perkataan perikatan ini mempunyat arti yang lebih
luas dari pada perkataan perjanjian karena kata perikatan
dalam Buku IIf Kitab Undang-undang Hukum perdata, itu tie
dak hanya mengandung suatu pemgertian hubungan hukum yang
lahir dari undang-undang yang mana telah ditentukan dalam
pasal 1233 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan timbul
baik karena perjanjian maupun undang-undang. '

mengenai kedua sumber perikatan tersebut di atas,
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yang penting perikatan yang lahir dari perjanjian. Hal da=

lam praktek kehidupan manusia dalam prekonomian yang banyak
dijumpai dalam masyarakat adalah perikatan yang lahir dari
perjanjian memang dikehendaki oleh kedua pihak yang mem~
buat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari wmdang
undang itu, tidak memerlukan persetujuan dari kedua belah
pihak,

valam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata memberikan
pengertian tentang perjanjian sebagai berikut:

" Perjanjian adalah suatu perbuatah yang mana satu -
atau lebih mengikatkan d?rinya terﬁadgp satu orang

lain atau lebih®.

Pada ketentuan pasal tersebut di atas nampak jelas
bahwa perjanjian yang dimaksud itu kurang memuaskan karena
ketentuan itu mempunyai arti yang terlalu luas dan hanya
bersifat sepihak saja. Dikatakan bahwa perjanjian mempunyai
pengertian lebih luas karena kata "perbuatan" termasuk tin-
dakan yang melawan hukum tampa mengandung suatu konsensus
(sepakat), juga mencakup pelangsungan perkawinan, perjanji-
an kawin dimana hal ini termasuk perbuatan dalam lapangan
hukum keluarga, pada Buku fif KUH Perdata.

Kemudian dikatakan perjanjian atau persetujuan hanya
bersifat sepihak saja adalah karena kata "mengikatkan" gie-
fatnyanya hanya datang dari satu pihak saja dan tidak dari
kedua belah pihak, jadi persetujuan itu hanya menimbulkan
kewajiban pada satm pihak saja.

Menurut Tahir Tungadi, (1977/1978: 9) bahwa:

" Definisi tersebut mengandung suatu kesalahan dan
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kekurangan kesalahan pada kata "perbuatan" yang se-

harusnya "perbuatan hukum" sedangkan kekurangannya
dalam definisi tersebut ialah tidak tercakup perjane
Jian timbal balik yaitu perjanjian yang menimbulkan
kewajiban bagi kedwa belah pihak",

Dengan melihat - _ ~ ° ketentuan tersebut di atas

diketahui bahwa untuk memberikan suatu definisi yang

menguatkan terhadap sesuatu hal yang tidaklah begitu mudhh,

akan tetapi dapat saja seseorang memberikan definisi itu

berbeda satu sama lain, sebab setiap orang masing-masing

nempunyai pendapat dan sudut pandangan yang berbeda pula.

bahwa:

Menurut R Subekti, (1984: 1) bahwa:

Suat alah Hh

ik Bt Pt e e B T [ gy TR
oring itﬁ_saliqﬂberjanji untuk melaksanakan sesuatu
hal.

Oleh Tahir Tungadi,(1977/1978: 9) berpendapat bahwa:

Perjanjian cdalah persetujuan atau sepakat menimbule
kan, merubah atau menghapuskan hubungan hukum di-
lapangan hukum harta benda",

Selanjutnya menurut Wiryono Prodjodikoro, (1979: 39)

dalah hubungan h
ST o P e e R A PP L
ihak berjanji atau dian gap berjanji untuk melaku-
Ean guatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut

pelaksanaan janji itu".

Dari beberapa rumusan tersebut di atasmerupakan per-

baikan dari ketentuan pasal 1313 KUH. Perdata dimana secara

jelas

dapat disimpulkan terjadinya suatu perjanjian adalah

adanya konsensus antara dua pihak . Hal mana pihak yang

satu setuju dan pihak lainnya menyetujui untuk melaksanakan

suatu hal, Suatu hal yang perlu diperhatikanbahwa tidak se-
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tiap persetujuan yang menimbulkan hubungan hukum antara
dua pihak atau dua orang demggn .mewajibkan salah satu pihak
untuk memberikan suatu prestasi merupakan perhubungan hukum.

Dengan demikian perjanjian adalah huhungan . buken
yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara per-
hubungannya, oleh karena itu perjanjian yang ' mengandung
hubungan hukum antara perorangan adalah hal-=hal yang telah
dan berada dalam lingkungan hukum, Itulah sebabnya hubungan
hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan biasa timbul
dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda,
kekeluargaan, oleh sebab itu dalam hukum keluaga ( . _dengan
sendirinya timbul hubungan hukum _antara anak dengan keka-
yaan orang tuanya seperti yami telah diatue dalam . »mnkum
waris. Dengan demikian perbuatan hukum yang dilakuakan cleh
para pihaklah yamg menimbulkan hubungan hukum sehingga ter-
hadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk . -~ mem-
peroleh prestasi, sedangkan pihak lain itupun menyediakan
diri untuk dibebani dengan kewajiban menumaikan prestasi
yang diperjanjian,

Sistep terbuka yang dianut dalam hukum perjanjian
itu dikenal istilah asas kebebasan berkontrak sebagaimana
diatuwr:dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-udang Hukum
Perdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuab-
nya".,.

Dari ketemtuan di atas dapatlah dikatakan - bakwa
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hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya
kepada magyarakat untuk mengadakan perjanjian berisi apa
saja kecuali perjanjian tersebut bertentangan dengan keter-
tiban umun dan kesusilaan. Pada umumnya, suatu perjanjian
hanya berlaku diantara orang-orang yang membuatnya., Suatu
perjanjian yang memuat sesuatu hak yang telah diperjanjikan
untuk suatu pihak ketiga, tidak dapat ditarik kembali kalau
pihak ketiga ini sudah menyatakan kehendaknya untuk memper=
gunakan halj itu.

Menurut pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya
persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereket mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal yang tertentu.
4, Suatu sebab yang halal.

2.2 Prengertian Kredit dan Kredit Investasi Kecil
pPerkataan kredit berasal dari kata credere (bahasa
Yunani) yang artinya kepercyaan, Prtrouwen (bahasa Belanda)
7 kemudian di Indonesia disebut Kredit. Seorang nasabah yang
méﬁdapaﬁ kredit dari bank adaiah seorang yang mendapat ke-=
percayaan dari nasabah yang meminjam uang pada bank untuk
keperluan sesuatu kemudian melunasi hutangnya kembali sete-
felahjangka waktu tertentu berahir, berarti seorang itu me=
mang telah mendapat kepercayaan'dari ﬁemberi kredit (bankQ?
Menurut R. Subekti, (1991; 1) bahwa: ‘
n Seorang nasabah yang mendapat kredit dari BANK me-
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. ' memang adalah ;sgorang mendapat kepercyaan dari bank.
Seseorang yang membeli sebuah alag rumah-tangga -~ -

dengan kredit, telah mendapat kepercyaan dari toko
yang menjual alat rumah-tangga tersebut dengan cicil=-
an” tiap-tiap bulan sampai lunas?.

Didalam ketentuan Undang-undang Nomor 14 tahun 1967
tentang pokok-pokok perbankan berbunyi sebagai berikut:

" Arti kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagih
an yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan per-
setujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pi-
hak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban meiu-
nasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
jumlah bunga yang telah ditetapkan",

Dari pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan
bahwa penerimaan kredit dapat dipercya apabila ia sanggup .
mengembalikan pinjamannya dikemudian hari yang memang mes=
rupakan kewajiban. Terdapat beberapa pendapat mengenai arti
kredif antara_lain sebagai berikut.

Severberg (Mariam Darus Badrulzaman, 1989: 21) bahwa
kredit mempunyai arti antara lain: |

- Sebagai dasar dari setiap perikatan (Verbintennis)
dimana seseorang berhak menutup sesuatll dari orang

lain.
- Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesua=-
tu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh
kembali apa yang diserahkan itu (Commodatus, deposi-
tus, regulare, pignus Js

Kemudian J.L. Levy (Mariam Darus Badrulzaman, 1989:
21), merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut:

" Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk di=-
pergunakan secara bebas oleh penerima’ kredit. pene-

rima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk
keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah
pinjaman itu dibelakang hari".

Apabila diperhatikan pendapat tersebut di atas dapat

disimpulkan bahwa pengertian kredit yang dikemukakan oleh =
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Severberg menunjukkan pada pengertian kredit pada umumnya,
hal mana:dapat dilihat pada perkataan "setiap perikatan"
mengandung pengertian yang luas sehingga dapat mencakup
barang termasuk uang, sedangkan pengertian kredit yang di=-
kemukakam oleh Levy, menurut hemat penulis sudah menjurus
kepada pengertian khusus dari perjapjdan uang.

Di dalam perjanjian kredit, penerima kredit (masabah)
tidak bebas untuk menentukan sendiri tujuan penggunaan kre-
dit, tetapi penggunaan kredit tersebut terikat pada program
pemerintah di dalam pembangunan.

Memperhatikan pengertian kredit yang dirumuskan dalam
pasal 1c Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok =
pokok perbankan dimana terdapat kata-kata "perjanjian" dan
perjanjian ini merupakan bagian dari hukum perdata yang di-
atur dalam Buku IITI KUH Perdata.

Menurut pasal 1754 KUH Perdata menyatakan:

' piajeaceoniniea, fplan pereciuipan.dengay nans pijek.

lah tertentu barang-barang yang menghabis<karena pe-
makaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan

ini akan mengembalikan sejumlah yamg sama dari macam
dan keadaan yang sama pula", :

Menurut Marhainis Abdul Hay, (1979: 148) bahwa:

"sPari kedua macam perjanjian tersebut, baik ger anjian
kredit maupun pergan ian pinjam mengganti, Terlihat-
lah bahwa ketentuan-ketentuan umum dalam perjanjisn
pinjam-mengganti menurut Kitab Undang-undang Hukum
perdata (BW) dapat digunakan untuk perjanjian kredit
seperti yang dimaksudkan oleh Undang-undang pokok
perbankan",

Pendapat ini menitikberatkan antara perjanjian pinjam

meminjam dengan kredit. Berdasarkan dengan uraian di atas =
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penulis menarik kesimpulan bahwa perjanjian kredit merupa-

kan perjanjian yang bersifat konsensuil serta juga merupa=-
kan perjanjian standar, Dikatakan perjanjian bersifat kon-
sensuil karena perjanjiaﬁ pendahuluan dengan pemufakatan an-
tara pemberi dan penerima kredit, yang menimbulkan hubungan
hukum antara kedua belah pihak tersebut.

Untuk penyerahan uang (kredit) dilakukan dengan per-
sesuaian kehendak antara kedua belah pihak yakni pihak pem-
beri dan penerima pinjaman, pada perjanjian ini bersifat "8
riil. Kemudian perjanjian tersebut selala bersifat konsen-
suil dan riil juga dapat dikatakan perjanjian baku (stan:=-
dar kontrak), Karena di dalam praktek setiap bank menyedia=-
kan biangko (formulir) yang isinya telah ditentukan lebih
dahulu dan setiap pemohon kredit pada umumnya mempunyai
kedudukan ekonomi lemah,

bDengan perjanjian kredit tersebut hanya dibuat oleh
pihak bank sebagai pemberi kredit. Oleh karena itu pemerine
tah menyadari dan memperhatikan untuk meningkatkan tdcndan
mengembangkan usaha pengusaha golongan ekonomi lemah dengan
mencari jalan keluarnya, langkah~langkah apa yang harus di=-
tempuh, Sebagai realisasi dari pembinaan terhadap golongan
ekonomi lemah, pemerintah sejak tanggal 4 Desember 1973 me=-
lalui perbankan telah menetapkana kebijaksénaan mengenai pem:
berian kredit, denganrpergyazatam lemah (ringan9 dan prosu=-
dur sederhana, dengan maksud untuk mendoron perkembangan
usaha dari pengusaha kecil pribumi serta menunjang pertum-
buhan proyek yang bersifat pada¥ karya.

Selanjutnya dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. SE/
b/1973/UPK/. Tertanggal 4 Desember 1973, ditetapkan ke=-




19

bijaksanaan baru mengenail pemberian kredit khusus unkuk
pengusaha kecil atau Kredit Investasi Kecil (XIK). ! W&
kebijaksanaan tersebut mengalami perubahan dimana = gpedit
Investasi Kecil berubah menjadi Kredit Usaha Kecil sejak

keluarmya Paket Januari (PAKJAN) tahun 1990 tertanggal 29
juni 1990,

Namun dari itu penulis tetap membahas tentang Kredit
Investasi Kecil mengingat pelaksanaanpya masih tetap diber-

lakukan khususnya di Soppeng. Dengan demikian kebijaksanaan
yang baru ini yaitu Kredit Heahs KeciI:(KUK), itu belum ber
jalan sesuai dengan Paket Januari 1990,

Menurut Mulyono Proptowo- Ahmad Anwari, (1980: 9)
bahwa: & b

" Eredit Investasi Kecil (KIK) adalah Kredit jangka

ah atau ang diberikan kepada penge
usagniperuaahag:nﬂégﬁi %ri%umi deng~n peg:yargtag

dan prosodur khusus guna pembiayaan barang-barang
modal serta jasa dalam rangka rehabilitasi, modeni-
sasi pelaksanaan proyek dan pendirian proyek baru”,

Dari pengertian di.atas, menurut hasil wawancara
penulis dengan Muhtar, T, bagian HUM&S dijelaskan bahwa
yang dimaksud dengan pengusaha kecil adalah:

1. Pengusaha/perusahaan yang memiliki kekayaan bersih
di bawa R, 40 juta untuk bidang perdagangan dan - -
jasa serta bidang yang tidak termasuk bidang uaaha

iadustri dan konstruksi dalam tekayaan tersebut

tidak termasuk Rumah dan tanah tempat tinggal yang
bersaﬁﬁlutan.

{
2 3ibEva'Rp Aha/pAEnaaians TonE it LInL Eokyans DoTAARS

konstrukai dalam kekayaan tersebut tidak termasuk
rumah dan tempat tinggal yang bersngkutan.

€ Tag ey 2237 ke pula Taaee Fos Glaaksud de

-
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Selanjutnya dijelaskan pula bahwa yang dimaksud
pengusaha/perusahaan pribumi adalah apabila:

Modal pengusaha sekurang-krangnya 75% yang dimiliki
oleh pribumi atau

Modal perusahaan sekurang-kurangnya 50% dimiliki,
oleh pribumi dan sebagian besar pengurusannya ada=-.
lah pribumi yang benar efektifmengelola perusahaan,

Dilihat dari pengertian Kredit Investa-i Kecil XKIK)

dapat dibedakan 4 jenis kredit Investasi Kecil yaitu:

1.

2.

3.

Lo

Kredit Investasi Kecil Umum adalah Kredit Investasi
kecil yang diberikan kepada masihg-masing nasabah
secara individual,

Kredit Investasi Kecil khusus adalah Kredit Inves-
tasi Kecil khusus yang diberikang dilaksanakan ber-
dasarkan program terpadu antara Bank Rakyat Indone=-
sia dengan instansi tehnik yang membidanginya.

Kredit Investasi Kecil gr&?esi adalah Kredit Inves-
tasi Kecil umum gpang diberikan kepada kal an pro-
pesi pribumi seperti Dokter, Advokat, Notaris, Kone
sultan, Angkutan terdaftar,
Kredit Investasi Kecil Massal adalah Kredit Inves-
tasi Kecil an%uéiberikan pada nasabah dalam guatu
alokagsi tertentu untuk proy7k yang sama atau seje-
) minimun 50 orang/perusahaan yang Eeng-
aturan editnya dilakukan sekaligus, sedangkan pe=-
nilaian kreditaya:masingwmasing tetap dilakukan se=-
cara individu sesuai dengan Undang-undang Perbanke
sn 1967 ¥ang terbagi atasg:
14 Kredit jangka pendek ?sharf fern loan) adalah

kredit yang berjangka waktu sampai dengan satu
tahun,

2, Kredit gangka menengah (miderenteren loan).ade-
lah kredit yang berjangka waktu lebih dari satu
tahun sampai dengan tahun,

3., Kredit jangka panjang (long term loan) ad%izg
gredit yang berjangka u le ari

Jika diperhatikan peangéitiar EKredit Investasi Kecil

di atas maka Kredit Investasi Kecil termasuk kredit jangka

menengah/panjang. Sasaran penyaluran kredit investasi kecil

adalah

disalurkan kepada bank-bank pelaksana dalam hal ini
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bank umum pemerintah dan bank-bank pembangunan Indonesia
serta Bank Pembangunan Daerah, Bank pembangunan swasta dan
pembangunan umum serta nasional dan kedua Jenis bank swasta
terakhir harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari
Bank Indonesia,

Untuk mencapal sasaran pemberian kredit invwstasi
kecil oleh pihak perbankan telah ditetapkan sektor-sektor
yang harus diutamakan oleh Bank-bank Umum pemerintah dan
bank-bank pembangunan Indonegia yaitu:

1. Bank Negara Indonesia 19463 untuk sektor perindus-

trian, perdagangan dan pengangkutan,

2., Bank Dag Negara meliputi sektor; Periembangsn,
perindustrian dan perdagangan. -

3., Bank Bumi Daya meliputi sektor; pPerkebunan, Xehu-
tanan dan penganghkutan,

4, Bank Rakyat Indonesia megliputi sektor; Pertanian
perikanan, peternakan, “ehutanan, perinduatrian dan
perdagangan, :

5. Bank Ekspor Inpor Indonesia meliputi sektor; Perke-
bunan, , Perindustrian dan perdagangan.,

6., Bank Pembanguan Indonesia meliputi sektor; = Pex-
indastrian dan Pengangkutan,

Adapun Bank Pembangunan Daerah, Bank Pembanguaan
swasta serta Bank Swasta Nasional dapat melayani Kredit Ine
vestasi Kecil untuk semua bidang,

2.3. Beberapa Ketentuan Kredit Investasi Kecil

Untuk memperoleh suatu Kredit Investasi Kecil tei-
lebih dahulu harus diperhatikan beberapa ketentuan yang
telah ditetapkem baik dari pihak pemberi kredit (bank)mau=

pun dari pihak penerima kredit (nasabah), i.. . L .. %
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Peraturan yang menyangkut bantuan permodalan kepada
golongan pengusaha kecil pribumi maka pemerintah dalam hal

ini Bank Indonesia meladui surat Edaran yaitu No, SB/6/37/

UPK tanggal 4 Dessember 1973 mengenai Kredit Investasi Kecil
untuk golongan pengusaha keeil pribumi,

Program bantuan permodalan ini kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah pribumi di dalamnya terdapat keten-
tuan untuk jenis kredit yaitu;

1. Ketentuan pokok

a, Plafond kredit
Plafond kredit untuk KIK sebesar Rp 30 juta untuk se=
tiap nasabah, yang dapat digunakan éecara fleksibel
penuh,

b. Bunga kredit
Besarnya suku bunga untuk KIK adalah 12 % setahun,
Bungo kredit diperhitungkan setiap teiwulan secara
tidak bunga berbunga.

c. Jangka waktu
Jangka waktu kredit didasarkan atas dasar kemampuan
membayar kembali dari proyek (usaha) yang dibiayai.
Jangka waktu KIK adalah maksimun 8 tahun tergolong
masa tenggang maksimun 4 tahun, Dalam menetapkan
jangka waktu tersehbhit bank memperhatikan umur ekonomis
/tehnis barang modal yang dibiayai maupun jangka
waktu izin pemakaian atau pemempatan yang ditetapkan
oleh instansi yang berwenang,
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d, Biaya (bea) materai kredit

Setelah permohonan KIK disetujui oleh bank, maka
langkah selanjutnya adalah bahwa bank membuat perjan=
Jian kredit, Perjanjian kredit ini ditangatangani
baik oleh nasabahk maupun bank., Dengan adanya penanda-
tanganan inilah, maka timbul biaya yang .disebut ma-
teral kredit,Biasanya penetapan bea materai . kredit
itu didasarkan sekian permil (‘.‘/oo) dari __ besaraya
pinjaman (plafond). Bea materai atas KIK dengan make
simun Rp 10 juta akan dipungut bea materai Rp 1.000,-
untik jumlah plafond yang melebihi RP., 10 juta, di=-
pungut bea materai 1 °/oo dari jumlah diatasiplafond
Rp. 10 juta, sedangkan untuk plafond sebesar Rp. 10
Juta tetapi dikenakan bea materai kredit .. sebesar
Rp. 1.000,=-

Jaminan kredit,

Latar bekakang adanya jaminan kredit adalah . bahwa
bank ingin mendapat kepastian dengan cara mengikat
secara hukum barang-barang milik nasabah sebagai ja~-

minan, agar pinjaman yang akan diberikan kepada na=<

bah dapat diterima kembali sesuai dengan waktu ya.ng
telah disetujuai bersama, Apabila nasabah tidak mene=-
pati janjiaga membayar hutang té#pat pada waktunyé.,
maka bank masih dapat menjual barang yang telah &i-
ikat tadi, untuk menutupi sisa tagihan yang . masik.
ada. Didalam KIK juga dikenal adanya jamiBan - kredit
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ini, Jaminan kredit yong disyaratkan oleh KIK, . -pada

dasarnya dapat dijamin dari proyek atau usaha yang di-

biayai dengan kredit tersebut. Bila nasabah . memiliki:

Jaminan tambahan maka bank dapay mengikat jaminan tambah :

an tersebut dengan maksimal sebesar 50 % dari plafond

kraditz;_

Asuransi kredit/penjaminan kredit.

Untuk menjamin para pengusah golongan ekonomi . lemah

dalam memperoleh EIK, dan untuk membinanya maka KIK

harus diasuransika pada PT Asuransi Kredit Inddnesia

(PT ASERINDO),

1. Kredit Investasi Kecil (KIK) diasuransikan pada PT,
Aguzransi Kredit Indonesia (PT ASEKRINDO), yaitu untuk
menutupi xisiko bank pelaksana atas kerugian yang
mungkin terjadi jika nasabah tidak dapat melunasi
kreditnya tepat pada waktunya.

2., PP Asuransi Kredit Indonesia (PT ASKRINDO) tidak
mengganti kerugian yang diderita oleh bank pelaksana
bila tidak dilunasinya, Kredit Investasi Kecil (KIK)
yang disebabkan oleh:

- Kebakatan untuk sektor industri,

- Kebakaran untuk sektor perdagangan/distribusi.

- Kerugian kendaraan bermotor Enﬁuk sektor péngangkutu
an darat dan mengalami Kerugian secara keseluruhan,

- Kematian sapi untuk aektbr peternakan.,

- Tenggelamnya kapal untuk sektor angkutan " ~laut

sungai dan danau,
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Izin usaha
Untuk petani dan nelayan tidak diperlukan izin uaaha,

intuk lainnga izin usaha merupakan keharusan dalam pem=
berian Kredit Investasi Kecil (KIK), apabila untuk usaha
tersebut disyaratkan izin usaha dari istansi yang ber-
wenang. Bagi calon nasabah yang belum mempunyai . izin
usaha ataim sedang mengajukan permohonan izin, maka bank
pelaksana dapat menyetujui permohonan Kredit Investasi

Kecil (KIK) tetapi penarikan kredit oleh nasabah baru

dapat.dilakukan setelah nasabah memperoleh pembaharuan

atau perpanjangan izin usaha,

Bagian pembiayaan

Dana yang dipergunakan untuk membiayadn Kredit Investasi

Keeil (KIK) ditetapkan sebagi berikut:

- Dana Bank pelaksana (BRI) sebesar 20 %

- Kredit likwiditas Bank INdonesia sebesar 80 %, dengan
bunga 5;2 % pertahun,

Sasaran Kredit Investasi Kecil (KIK)

Pada dasarnya Kredit Investasi Kecil (KIK) dapat diberi-

kan kepada semua jenis usaha_yapg bertujuan menghasilkan

barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat, kecuali
ada beberapa jenis usaha yang tidak dapat dibiayai - sz
dengan Kredit Investasi Kecil (KIK) adalah:

- Bidang usaha yang telah jenuh, dinyatakan :len ‘o{eh
pemerintah Pusat/Daerah/Instansi lain/perbankan ber-
dasarkan hasil survejy dan pengembalian kredit ngtor
usaha tersebut.
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- Usaha-usaha yang dilakukan pegawai negeri sipil golong-
an I¥/a PGPS 1968 keatas/ABRI berpangkat letnan dua
keatas dan pejabat gerta dari:

- Pejabat eselon I dan yang setingkat

- Perwira timgkat ABRI

- Pejabat-pejabat lain yang ditetapkan olea Menteri
atau kepala lembaga yang bersangkutan, sebagaimana
yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No, 6/
1974, |

- Usaha yang dilakukan oleh pegawai negeri yang se=
tingkat dari pegawai negeri tersebut di atas, yaitu
misalnya:
* Pegawai daerah otonom
%* Pegawal perusahaan jawatan
* Pegawal perusahaan umum dan lain-lain

- Bagi pegawai negeri/ABRI yang tidak terkena larangan
melakukan usaha, apabila akan melakukan usaha ' di=
wajibkan memperoleh izin dari instahnsi/departemen
masing-mashé.

- Usaha yang sifatnya hiburan seperti steambarth,'g;ggi

club tidak dapat diberi Kredit Investasi Kecil.Tetapi
usaha yang menyangkut kesenian rakyat tradisional
dapat diberi Kredit Investasi Kecil (KIK),

j. Penerima Kredit
Penerima Eredit Investasi Kecil (KIK) adalah pengusaha/

perusahaaﬁ golongan ekonomi lemah (pribumi) dengan sjarat




2.

a., Jumlah harta tidak melebihi Rp!30 juta untuk gedna

gx 5

sektor ekonomi, tidak termasuk nilai tanah dan
runmah yang ditempati,

Sekurang-kurangnya 50 %.dari modal yang disetor di-
miliki oleh orang Indonesia asli dan sehagian dari
@engurus (dewan komisaris dan direksi) adalah orang
Indonesia asli, atau sekurang-kurangnya 75 % dari
modal disetorxr, dimiliki orang Indonesia asli,

Ketentuan khusus

Pada daé%nya Kredit Investasi Kecil (KIK) dapat diberi-

kan kepada semua pengusaha yang bertujuan menghasilkan

barang-barang atau jasa-jasa untuk kepentingan masya =
kat, maka untuk itu kredit tersebut dayat pula &iberi--
kan kepada:

1.

3

4.

5.

Nasabah secara kelompok terdiri atas 10 orang atam
lebih, tetapi sebelumnya bank pelaksana harus men-
dapatkan izin dari bank Indonesia,

Para pemborong (kontraktor) pengusaha golongan eko=
nomi lemah yaung termasuk kategori pengusaha kecil,
Usaha yang menyangkut kesenian rakyat tradisional
seperti wayang orang dan kesenian daerah lainnya,
Yayasan dan uasaha pendidikan lainya seperti kﬁrsus
bahasa Inggeris dengan syarat telah mempunyai izin
dan juga telah mendapatkan pengajuan dari kantor
Wilayah pendidikan dan kebudayaan,

Dari kalangan profesi pribumi seperti dokter, advos ' °®
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kat/pengacara, notaris, konsultan, dan akuntan kepada
mereka dapat memperoleh bantuan Kredit Investasi Kecil
(KIK) profesi asal mereka terdaftar dan memperoleh izin,




29
BAB 3

PERANAN ASURANSI PADA PERJANJIAN KREDIT
INVESTASI KECIL (KIK)

3.1 feranan Asuransi pada perjanjian Kredit Investasi
Kecil YKIK)

Dalam rangka pembinaan Kredit Investasi Kecil oleh
bank kepada nasabah, maka suatu hal yang sangat penting
bagi pihak dalam perjanjian kredit &da3sh masalah jaminan
agar kredit yang disalurkan bank akan diterdima  kembali
beserta bunganya dengan aman,

Bank Pelaksana (BRI) sudah tentu ingin mendapat-
kan kepastian bahwa kredit yang disalurkan kepada nasa-
bah digunakan sesuai dengan tujuan serta dapat di kemba-
likan terjamin aman sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditentukan, Untuk mendapatkan kepastian " dari’i X%redit
yang disalurkan, tindakan pengamanan dengan meminta ke=-
pada calon nasabah agar dapat mengikatkan suatu barang
tertentu sebagai jaminan atas pemberian kredit,

Dalam pempkrian Kredit Investasi Kecil (KIK) dike=-
nalkan pengikatan jaminan yang merupakan salah satu sya:.=
rat untuk dapat dikabulkan permohonan kredit, sebagaimana
di dalam Undang;undang nomor 14 tahun 1967 pasal 24 ayat’
1 telah ditegaskan bahwa " Bank tidak memberikan kredit
tampa jaminan kepada siapapun juga®". Jadi hal ini, setiap
pemohon kredit harus telah mempersiapkan jaminan-jaminan
kredit tersebut. :

Menurut pendapat Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,
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(1980: 46) bahwa:

" Jaminan yang dimaksud oleh pasal 24 Und -
OOk perbaikan Levsebut habus disntiEanuesmsng

dalam arti luas yaitu tidak hanya jaminan dalam
arti materiil tetapi juga inmateriil yaitu menge-
nai watak dari debitur, kemanpuan ekonominya, jume
lah perusahaan, keadaan administrasinya dan laine-
lain, Dimana hal-hal demikian ikut dinilai men=
jadi perkembangan jaminan dalam menentukan kredit
yang akan diberikan",

Jaminan dalam hal ini dimaksudkan adalah kekayaan
yang dapat dijadikan sebagai jaminan,guna memberikan ke-
pastian pelunasan utang dikemudian hari, bila penerima
kredit melunasi utangnya. Jaminan kredit tidek hanya me-
rupakan kekayaan, tetapi Juga berupa orang yang . mem="
punyail kesanggupan untuk menanggung pembayaran dari pe =
rerima kredit tersebut bila tidak mengembalikan _pinme
jamannya. nenggn. demikian jelaslah kiranya bahwa jamin-—
an kredit dapét dibedakan dalam jaminan prorangan dan
jaminan kebendaan,

Mengenai jaminan tersebut di atas, R. Subekti
(1989: 15) menjelaskan kedua jaminan tersebut bahwa:

" Jaminan prorangan adalah salah satu peréanjian
antara seseorang berpiutang (kreditur) dengan se-

orang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban
si berutang (debitur), ia bahkan dapat.diadakan
di luar(tempat) pengetahuan si berutang tersebut .,
Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur
dengan debitur, tetapi juga diadakan dadakan anta-
ra kreditur dengan seseorang pihak ketiga yang
menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si ber-

utang®.

Yang tergolong jaminan bersifat perorangan ialah
perjanjian penggunaan, pertanggunagan tanggung . mes
nanggung, perjajdan garansi dan lain-lain,
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Adapun jaminan yang bersifat kebendaan ialah hipotik,
credit verband, gadai, fiducia. Hek kebendaan memberiksn
kekuasaan yang langsung terhadap bendanya, sedangkan hak
perorangan menimbulkan hubgngan langsung antara perorang-
an yang satu dengan yang lain,

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan adalah
memberikan hak untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada
kredithr, terhadap hasil penjualan benda=benda tertentu
dari debitur untuk memenuhi pittangnya, Jaminan yang ber=
sifat perorangan memberikan hak kepada kreditur, terhadap
benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuh-
an dari pertanggungan.

Di pamping itn jaminan yang bersifat kebendaan meme
punyai ciri khas yaitu dapat dipertahankan (dimintakan
pemenvhannya) terhadap siapa pun jugg yaitu terhadap me=
reka yang memperoleh hak baik yang.berdasarkan §tas yang
umun maupun yang khusus juga terhadap kreditur dan pihak
lawannya, Hak tersebut selalu mengikuti bendanya dalam
arti bahwa yang mengikuti bendanya itu tidak hanya hake~
nya tetapi juga kewenangan untuk menjual bendanya dan
hak eksekusi.

Oleh karena itu di dalam praktek perbankan, jamin-
an. tersebut adalah sebagai pengaman terhadap kemungkinan
timbulnyga masalah dalam perjanjian kredit khususnya dalam
perjanjian kredit investasi kecil.

Didalam pasal 1331 K.U.H. Perdata ditentukan bahwa




32

" BsEeua yehendammet berpt E;
ang baru sghr m -l
Ja ta%gg' gan untuk segala per annya pegge-

orangan'
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, R. Subekti
(1989:21. ) berpendapat bahwa:

" Meski demikian aminan secara umum itu ser
dirashkan kurang & p dan kurang aman, kargnaigg-
lamanya bahwa kekayaan si berutang pada suatu waké
tu bisa habis, juga jaminan secara umum bisa berw
laku untuk semua kreditur, sehingga kalaw ada -~
banyak kreditur, ada kemungkinan beberapa orang
dari mereka tidak lagi mendapat bagian",
Begituipula Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, €1980

:~ 45) hengatakan PYahwas !
" Jaminan yang demikian dalam rakt editan
y = tida ugaﬁankg kree

perjanjian pinjam wang,
ditur kurang menimbulkan rasa aman terjamin tepe.

B3d5%."F etk “i&%‘éﬁmiy"&ﬁé ok Secata Rhugna”
sebagai jaminan piutangnya dan u hanya herlaku

bagi kreditur tersebut. Dengan kata lain perikate
an memerluksn adanya jaminan yang dikhususkan
baginya, baik yang bersifat kebendaan maupun per-

orangan,

Dari ketentuan di atas, penulis berkesimpulan
bahwa ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang " bemd”
gifat umum, Hal itu tidak dapat dijadikan kriteria od=
bagaimana ketentuan jaminan dalam perjanjian Kredit Ine
vestasi Kecil, sebab ketentuan feraebut berlaku terhadap
perjanjian pinjam meminjam pada umumnya, sedangkan per-
janjian Kredit Investasi Kecil (KIK) sebagaimana yang
diuraikan sebelumnya adalah perjanjian pinjam meminjam

uang yang bersifat khusus,

Di dalam praktek, prosedur pengeluadan—jaminan-

X - . - - -
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untuk kredit investasi kecil pada dasarnya sesuai dengan
prosedur pengikatan jaminan pada umumnya, Ada beberapa’foxre
mulagi yang digunakanioleh suatuibank di dalam pemberian
kredit.

Menurut Marhaimis Abdul Hay (1979: 163) bahwa:

" Dalam ilmu ekonomi perbankan terdapat adanga suatmu
asas yang harus digerhatikan oleh bank sebelum kre-
dit diberikan kepada nasabah yaitu yang dikenal
dengan istilah "40" atau lebih dikenal lagi istilah
"the 4C's of credit" yang mana dalam pemberian kre=

tersebut diperhatikan 4 faktor yaitu:
;. chraczgr
. Capac
3 . Capitaly
4., Collateral.

Dari formulasi tersebut di atas, sesuai dengan pe~
laksanaan hanya dalam peraktek ada penambahan yaitu condi-
tion of ecomomy (kondisi ekonomi). Tidak saja kondisi eko=-
nomi péda gsektor usaha calonnasabah tetapi juga kondisi
ekonomi secara umum dimana perusahaan calon nasabah berada.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perbankan 1967 yang me=-

nyatakan harus adanya jaminan (colleteral) di dalam pembe-
rian kredit. | |

Jaminan Kredit Investasi Kecil diperuntukkan bagi
proyek/usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut. Apabila
nasabah memiliki jaminan tambahan jaminan tersebut dengan
maksimun 50% dari plafon kredit. Dengan demikian jelaslah
bahwa penilaian terhadap proyek/usaha yang dibiayai ditamm=-
bah dengan pembinaanya secara terpadu merupakan hal yang
lebih pokok dan perlu mendapat perhatian dari ketentuan
jaminan.
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342 Ketehtuan Premi Asuransi Kredit Investasi Kecil,
Menurut Osman Bosra (1978: 13) Pengertian premi ada
dua yaitu:
b et pi b Ei?ﬁ‘i‘%ﬁ’tﬁ%‘é%nﬁim?g?te.

lah ditetapkan besarnya lebih dahulu, ang ¥arus di-
bayar se 1523 ataun erk&la—kala oleh b
penanggung

2+ DL dalam dunia dagang, 1e£ s dari pada pengertian
premi dalam hukum asurans ?pertanggungan, maka isti-
¥ah premi dapat berarti ganjaran atau hadiah",

Suatu hal yang perlu diketahui pula bahwa di délam
perjanjian asuransi terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajibe
an antara si tertanggung dengan si penanggung,., Dengan demi-
kian, apabila bank pelaksana mengadakan perjanjian asuransi
dengan PT Askrindo, maka kedua belah pihak tersebut masing-
masing mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Pihak penanggung mempunyai:

1. Kewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak tertange
gung, apabila si tertanggung menderita kerugian kare-

na suatu peristiwa yang tak tentu terjadi, Dalam hal
ini bila mana nasabah tidak membayar utangnya pada
saat jatuh tempo.

2, Hak menerima pembayaran uang premi dari pihak 1t ter=

ganggu.
b. Pihak tertanggung mempunyai:
1., Kewajiban membayar sejumlah uang preminya yang telah
ditentukan lebih dahulu, kepada pihak penanggung.
2. Hak menerima sejumlah pembayaran ganti rugi, karena
suatu peristiwa yang tak tentu telah terjadi.
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kutan dari PT ASKRINDO,

Untuk penetapan besarnya premi yang harus dibayar

oleh seorang tertanggung, sampai sekaran tiap-tiap perusahan

asuransi/pertanggungan khusus PT ASKRINDO mempunyai cara

tersendiri sebagai berikuts, -

itu:

Tatacara penutupan pertanggungan oleh PT ASKRINDO ya=-

a. Penutupan pertan an secara KASUS DEMI KASUS
' S&EA ga‘uﬁ

1
2e
De

4.
5.

6s

PEN meng an permintaan kredit kepada BANK,
BANK mempelajari dan mempertimbangkan permintaan kre-
dit tersebut,

Dalam hal(-tidak selalu-) BANK memerlukan jasa penutp=
an pertanggungan atas kredit yang akan diberikan ke=
pada PENGUSAHA yang bersangku%an, BANK mengajukan per-
mintaan penutupan pertanggungan kepada PT ASKRINDO,

PT ASKRINDO mempelajari dan mempertimbangkan permintaan
BANK,

Dalam hal PT ASKRINDO dapat menutup pertanggungannyg,
PT ASKRINDO mengajukan penawaran penutupan pertange
gungan kepada BANK.

Dalam hal BANK menyefujui penawaran pentitupan:pertang-
gungan dari PT ASKRINDO, maka PT ASKRINDO menerbitﬁgg
Nota penutupan pertanggungan untuk Bank, Dengan demi-
kian maka penutupan pertanggungan terjadi dan BRANK da-
pat merealisir fasilitas kredit kepada PENGUSAHA yang
bersangkutan,

b. Penutupan pertanggungan secara OTOMATIS.

1.
2e

3e

S

PENGUSAHA, mengajuakan permintaan kredit kepada BANK,
BA%Etmempelajari dan mempertimbangkan permintaan ter-
se . :
Dalam hal untuk memberikan fasilitas kredit kepada
PENGUSAHA tersebut, BANK memerlukan jasa pertanggungan
PT ASKRINDO dan berdasrkan ketentuan dari klausula Pe=
nutupan secara otomatis, fasilitas kredit tersebut da-
pat ditutup secara otomatias oleh PT ASKRINDO, maka
Bank dapat langsung memberikan fasilitas kredit kepa=
da PENGUSAHA, tampa terlebih dahulu mengajukan per-
mintaan penutupan pertanggungan kepada PT ASEKRINDO,
Pada waktu-waktu tertentu, BANK menyampaikan Deklara-
si jumlah pertanggungan kepada PT ASEKERINDO yang me=
muat fasilitas kredit yang telah diberikan selama .
Jjangka waktu deklarasi tersebut.



36

Perjanjian premi Asuaransi Kredi Investasi Kecil pada
dasarnya ditentukan bahwa premi asuransi kredit investasi
kecil pada dasrnya ditentukan oleh PT Asuransi Kredit Inw

donesia (PT ASKRINDO),
Menurut hasil wawancera Penulis pada PT ASKRINDO oleh

Dedy Koesdjono bagian pertanggungan bahwa:

1. Premi Asuransi Kredit Investasi Kecil dengan jangka
waktu kredit maksimun 8 tahun adalah 6% dari plafon
kredit. Premi asuransi tersebut tertanggung bersama
oleh Bank Indonesia dan Bank Belaksana masing-masing
50% oleh Bank Indonesia dan 50% oleh bank *‘elaksana,

2, Premi Asuransi Eredit Investasi Kecil dengan jangka
g;:fu.iebih dari 8 tahun adalah 12% dari pfafon kre-

Mengenai penetapan premi, maka nampaklah bahwa adanya
risiko perlu diperhitungkan saksama oleh si penanggung disatu
pihak dan para tertanggung dilain pihak, agar masing-masing
pihak memperoleh pembahagian pisiko-¥yang bprimbang. Kerugi-
an yang seharusnya diganti oleh pihak si penanggung, biasa-
nya dari pada junlah premi yang telah dibayar oleh si ter-
tanggung yang menderita kerugian,

Menurut hasil wawancara penulis, pada PT ASKRINDO
oleh Dedy Koesdjono bagian pertanggungan bahwa ketentuan -
mengenai pembayaran premi Kredit Investasi Kecil dapat di-'
lakukan bahwa:

1. Seluruh premi asuransi diba§§§ lebih dahulu oleh
Bank Indonesia kepada PT AS NDO, kemudian yang .
menjadi beban _Indonesia ditagih pada Kantor
pusat Bank Indonesia,

2. Tagihan yang diajukan é@leh bank pelaksana dari Bank
Indonesia terjadi disertai dengan:

- Tembusan Nota Kredit/pembayaran Bank pelaksana ke-
pada PT ASKRINDO, ;
- Tembusan Nota penutupan/nota tagihan yang bersang=-
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5. Deklarasi jumlah pertan gan diteliti oleh PE ASKRINDO
Dalam hal fasilitas kredit yanﬁ tercantun di dalam dek=-
larasi tersebut sesuaihden§an etentuan klausula penutup-
an secara pertanggungan untuk dekalarasi jumlah jumlah

pertanggungan yang bersangkutan,

Di dalam pelaksanaan fsuransi Kredit Investasi Keeil
dikenal pula istila polis serta penyelesaian ganti rugi bie
asa juga disebut Klaim,

Adapun polis menutut Osman Bosra (1978: 31) mengata=-
kan bahwa: '

wyang dimaksud dengan polis ialah suatu akte persetu-
juan mengenai asuransi/pertanggungan yang dibuat se-
cara resmi pada waktu ditutup asuransi",

Di dalam pelaksanaan asuransi pada PT ASKRINDO, se=
belum diterbitkan surat polis tersebut terlebih dahulu di-
buatkan deklarasi jumlah pertanggungan, Setelah itu terja =
dilah tawar menawar antara PT ASKRINDO dengan BANK pelaksa=-
na, disertai dengan nota penwarén. Setelah penawaran dari
PT ASKRINDO disetujui oleh bank pelaksana maka terbitlah
surat polis penutupan pertanggungan, _

setelah penerbitan surat polis dayi . PT ASKRINDO se=-
bagai penanggung membuat surat penyelesaian ganti rugi atau
biasa juga disebut surat klaim, Dengsn terbitnya surat
klaim dari PT ASKRINDO, maka terjadilah persetujuan untuk
untuk untuk membayar ganti rugi atau klaim atas kerugian
kredit macet. Dalam hal ini nasabah (kreditur) tidak dapat
melunasi utangnya dalam jangka waktu 3 bulan setelah jatuh

tempo kredit,

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peranan PT

ASKRINDO dalam bidang perkreditan itu sangat ' besar baik a
dari segi fungsinya maupun hubungannya dengan perbankan,

. -4
LAl 1N




38
BAB 4
PERANAN ASURANST PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVES-

TASI KECIL PADA ERI: CABANG SOPPENG DAN KAITANNYA
DENGAN PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL

4,1 Peranan Bank Rakyat Indonesia dalam mengembangkan
Industri Kecil di Soppeng
Salah satu upaya untuk menunjang pemerataan pem=
bangunan adalah meningkatkan kemanpuan berusaha bagi go=
longan ekonomi lemah, Dalam rangka mendorong pemerataan
pembangunan maka pihak perbankan.secara aktif memegang pe-
ranan penting dalam menentukan lancar tidaknya usaha-usaha
tersebut., Sehubungan hal itu, maka mesakah pembangunan dan
pembiinaan bagi golongan ekonomi lemah/pribumi perlu menda-
pat perhatian secara umum dan merupakan mayoritas ‘dari
pengusaha di Indonesia,
Sehubungan hal tersebut di atas, Mulyono Proptoweo
dan Achmad Anwari (1980: 11-12) mengatakan bahwa:
" Peningkatan peranan usaha-usaha golongan ekonomi

lemah penting, tidak saja dilihat dari aspek peng=-

usaha bersangkutan, akan tetapi yang lebih
pentingaggalah bila ditinjau dari gaﬁgk gosial eﬁo-

nomi karena pada umumnya pengusaha golongan ini
lebih berorientasi padat karya atau lebih banyak
menyerap tenaga kerja",

Peranan lembaga keuangan yang dihubungkan dengan
jalur pemerataan pembanguran dan hasil-hasilnya yang dalam
hal ini adalah pemerataan kesempatan berusaha sangat . .di-
perlukan dan ditingkatkan dalam menunjang para pengusaha
ekonomi lemah melalui fasilitas kredit .. perbankan se-



39
‘bagian dari usaha,
Sebagai mana tercantung dalam Undang-undang NO, 14
tahun 1967 tentang Undang-undang pokok Perbankan pasal 1
butir a bahwa:

n Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
adalah memberikangkredit § I8 2
tas pembayaran dan peredaran uang".

sedangkan menurut Fuad Muhd Fachruddin (1985: 111)
bahwa:

" Bank adalah suatu_perusahaan yang memperdagangkan h
Eutang-hutang, baik yang beru%a %angn?a sg%diri mau=-
pun uang orang lain",

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka bank pada

dasarnya memegang peranan penting dalam rangka menunjang
perekonomian rakyat, bangsa dan negara,

Menurut hasil wawancara penulis, pada Bank Rakyat
Indonesia cabang Soppeng oleh Muchtar bagian HUMAS dikata-
kan bahwa: ‘

" Dipgroing "1, sebegsl RenghimvRLshe 42! Jansee,

dan tabungan, juga BRI melayani masyaraka% d

bentuk pemberian kredit kepada pengusaha golongan
- ekonomi” lemah, serta berupaya jangan sampai terjadi
kredit macet",

Disamping itu juga penulis mewawancaral M Jafar
(menggantikan saudaranya untuk meneruskan usahgnyé) menga=-
takan bahwa:

" Mengambil kredit pada bank untuk membiayai usaha itu
haa a abgla kred t%r mampu mengendalikan diri tere
hadap. yang dibi -

ayainya'.
Peranan Bank Rakyat Indonesia khususnya BRI cabang
Soppeng, sangat besat manfaétgyahtgrhada@ masyarakat yang

memang betul-betul menggunakan sesual anjuran Pemerintah,

an jasa-jasa dalam lglulin



Sejak tahun 1974 BRI cabang Soppeng telah melaksana-
kan program pemberian Kredit Investasi Kecil (KIK) bagi para
pengusaha kecil dengan persyafatan yang lebih lunak serta
dengan produk yang sederhana. Sejak priéiode tahun 1974 - 1989
Pemberian Kredit Investasi Kecil (XIK) telah memperlihatkam
perkembangan yang meningkat. Namun dalam hal ini penulis m
menghimpun data mulai dari tahun 1988 - 1991,

Pada tahun 1988 BRI cabang Soppeng mengeluarkan dana
sebesar Rp 442,000,000, dengan jumlah nasabah 52 orang.
tahun 1989 turun menjadi Rp 358.000.000, dengan jumlah na =
sabah 36 orang, tahun 1990 menjadi Rp 300,000,000, dengan u
jumlah nasabah 29 orang dan tzhun 1991 dana sebesar Rp 169.-
100,000 dengan jumlah nasabah 15 orang., Masing-masing golo=-
ngan pengusaha, petani dan nelayan dengan suku bunga 10,5%

sethhun,
Melihat data tersebut diatas maka nampaklah bahwa

Kredit Investasi Kecil sejak tahun 1988 - 1991 mengalami pe-
nurunan akibat suku bunga berubah dari 12% turun menjadi

10,5% setahun, .
Tabel 4.1, Pemberian Kredit Investasi Kecil pada Bank Rakyat

Indonesia cabang Soppeng.

'*=======_=======—==m========= =+ttt 3+ 3]

, Tehun ! Kredit Investasi ! Nasabah ! Golongan !

i . ! Kecil (Pp) R S !

I A2 R 3,,,,_.,;‘,.._‘.-.,4.‘ ..... ik
: - =

1 1988 ! Rp 442,000,000 I 52 Orang ! Pengusaha, nelayan

petani.

—
O
00
\0

Rp 358,000,000 ! 36 Orang ! sda
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99 "1 Rp 300,000,000 ° "29‘0rang "~ 1" Penguszha, Nelayan!
dan Petani

! 1991 ! Rp 169,100,000 ! 15 Orang ! sda !

Sumber Data: Bank Rakyat Indonesia Cabang ‘Soppeng.
Di samping itu penulis menguraikan data tentang pe -

ngembalian Kredit Investasi Kecil (KIK) di Soppeng sebagai

berikut:
Pengembalian dana Kredit Investasi Kecil pada BRI

cabang Soppeng diperhitungkan setiap triwulan secara tidak
bunga berbunga dalam triwulan tersebut, Pada tahun 1988 dana
Kredit Investasi Kecil yang kembali sebanyak Rp 234,000,000
dengan jumlah nasabah 50 orang, tahun 1989 jumlah Kbedit In-
vestasi Kecil yang kembali Rp 181,100,000 dengan nasabah

32 orang, tahun 1990 jumlah Kredit Investasi Kecil yang kem-
~ bali Rp 131,700,000 dengan nasabzh 19 orang, tahun 1991 j
jumlah Kredit Investasi Kecil yang kembali sebanyak Rp 127.-
000,000 dengan jumlah nasabah 9 orang.

Tabel 4,2 Pengembalian Kredit Investasi Kecil pada Bank

Rakyat Indonesia Cabang Soppeng.

! Tahun ! Kredit Investasi ! Nasabah ! Golongan !
Kecil (Rp)
1 1988 ! Rp 234,000,000 ! 50 orang! Pengusaha, Nela =
: . yan dan Petani,
! 1989 ! Rp 181,100,000 ! 32 orang! sda
1 1890 ! Rp 131.700,000 ! 19 orang! sda
1 1991 ! Rp 127,000,000 | “9 orangi _  sda ' .

Sumber Data: Bank Rakyat Indonesia cabang Soppeng. -
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Berdasarkan hal tersebut di atas nampak bahwa pera-

nan Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Soppeng sangat mem =

bantu pengusaha ckonémi lemah dalam mengembangkan usahanya

khususnya di Sopeng.

4,2, Faktor=-faktor yang menyebabkan timbulnya kredit macet
Menurut Mariam Darus Badrulzaman (1989:154) bahwa:

n Ukuran untuk menentukan pittan itu dubius/mawvet ialah
sejak tidak ditepatinya/dipenuhinya ketentuan y
yang tercantum didalam perjanjian kredit. Piutan ma=-
cet itu dibagi dalam dya phagse yaitu: .
- Piutan yan% karena adanya ketentuan interen dari
instansl itu sendiri masih mungkin untuk diselesai=-
. kan dalam taraf interen,
== Pilttan macet sama sekali yang setelah ketentuan
interen dilaluinya masih juga tidak terselesaikan
sebagaian maupun seluruhnya ",

Berdasarkan hagil wawancara penulis pada Bank Rakyat

Indonesia cabang Soppeng oleh Muhtar Bagian HUMAS mengata-
kan bahwa:

® Ukuran mengenai Kkredit macet adalah pengusaha tidak
; dapat mengembalikan kreditnya dalam jangka waktu 3 ..
bulan setelah jatuh tempo, dan akibat terjadinya
kredit itu macet oleh karena:
- Kurang mampu dalam mengelelah.dana yang berasal
dari kredit bank dan biasanya terlalu boros dalam
Eengeluaran karena belum mempunyai perencanaan
euangan yang mantap,
- Cenderung menggunakan dana yang diperolehnya dari
pinjaman untuk tujuan komsumsi.?

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Bank Rakyat
Indonesia cabang Soppengpernah mengalami kredit macet yang
disalurkan melalui Kredit Investasi Kecil (XIK). Hal ini
terjadi dengan a.anya pengambilan Kredit Investasi Kecil
oleh Muh Nur dengan tujuan untuk membeli pabrik penggilingan
padi (Stake).
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Pada tahun 1978, Muh Nur mengambil Kredit Investasi
Kecil dengan jaminan pokok adalah surat akte tanah akas nama
Muh Bur. Plafon kredit Rp 10,000,000, jangka waktu 5 tahun
dengan suku bunga ditetapkan 10,5% setahun, Dalam . waktu
%3 tahun (1978=1982) suku bunga dibayar dengan lancar, Pada
tahun berikutnya usaha yang dibiayai oleh Muh, Nur itu kue
rang memproduksi dibanding dengan tahun-tahun berikutnya,
karena pada waktu itu Muh. Nur sakit sehingga usahanya tidak
lancar, Maka sejak itu pemasukan kurang ahirnya terlambat
membayar bunga, tetapi pada waktu itu masih diberikan ke-
sempatan untuk berurusan.

Setelah sampai jangka waktu 5 tahun, ternyata suku
bunga selama 2 tahun belum dilanusi, maka pihak bank menin-
jau usaha tersebut., Hasil peninjauwan itu nasabah Muh, Nur
sudah sembuh dari penyakitnya, sedangkan usahanya tidak
bisa memproduksi seperti biasa. Maka pihak memberikan teng=-
gang waktu 3 bulan setelah jatuh tempo tetapi masih belum
bisa melunasinya.

Langka selanjutnya, Bank Rakyat Indonesia menyurat
kepada Kantor Badan Pengurus Utang Piutang Negara (BPUPN),
‘unxuk menangani masalah tersebut, Tetapl sementara dalam
proses Muh, Nur (nasabah) sakit kembali seperti yang telah
dialami tahun 1982 dan ahirnya meninggal.dunia pada tahun

1986 sementara dalam proses.

Hasil keputusan selanjutnya baik dari Bank Rakyat

Indonesia sebagai pihak pelaksana maupun dari Badan peng-




44

rus Utang Piutang Negara (BPUPN) memutuskan bahwa, seluruﬁ
harta benda mziik dari Muh, Nur yang diperoleh selama hidup=-
nya disita dan selanjutnya dijual, untuk melunasi utangnya
(kredit yang diambil) pada bank tersebut, Penjualan harta
benda Muh., Nur dilakukan oleh pihak ketiga (saudaranya)
kepada pihak lain, sehingga utang tersebut dapat terlunasi,
Berdasarkan cara penyelesaian tersebut di atas,, penu-
lis mendukung hal tersebut mengingat penjualan yang dilaku-
kanﬁoleh BPUPN dapat saja dengan harga yang murah, oleh
karena penjualan dilakukan secara lelang. Adspum penjualan
dengan cara tersebut di atas harga lebih tinggi, walaupun
cara ini sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ber«

laku . Akan tetapi hal #mi lebih mendekati keadilan,
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan .

5.1.1 Upaya yang ditempuh Bankﬂﬁkxat]mdonesia cabang Soppeng
dalam mengantisipasi kredit macet adalah sebagai seba=
gai berikut:

- Mengadakan peninjauan lokasi di mana usaha dan peng-
usaha berdomisili,

- Sebelum._jatuh tempo (tiga bulan) Bank Rakyat Indone~
sia memberikan teguran (peringatan). -

- Kalau usaha tersebut sudah dinyatakan macet oleh pe-
gawal dari pusat, maka selanjutnya pihak pemerintah
(BPUPN dan Bank Pelaksana) menyita barang-barang mi-
1lik kreditur (nasabah) guna melanusi utangnya., Teta-
pi Bank Rakyat Indonesia cabang Soppeng bersama Bae
dan Penginrus Utang Piutang Negara memberikan | kéw-
ringanan kepada nasabah (kreditur) untuk menjual
sendiri hartanya guna menutupi uwlangnya.

5.1.2 Perjanjian Kredit Investasi ¥ecil (KIK) dapat efektif
atau berdaya guna dalam perkembangan Industri Kecil di-
Soppeng, karena dapay meﬁunjang stabilitas masyarakat
khususnya pengusaha ekonomi lemah,

5.2 Saran

5.2,1 Untuk meringankan beban pengusaha (nasabah) yang se-

dang mengalami kredit macet sebaikﬁya barang=-barang

milik pengusaha tersebut dfjual sendiri oleh pemilik




barang jaminan untuk melunasi utangnya,
5e242 Sébaiknya masyarakat diberikan penyuluhan tentang ke=
- gunaan Kredit Investasi Kecil (KIX) supaya tumbuh se-
mangat berwiraswasta pada masyarakat, sehingga menam-

bah lahan kerja.
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Lampiran :
PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN
KIK/KMKP

1. Pemohon KIK/KNMKP menghubungi
PBank Pelaksana mengutarakan
maksud secara lisan.

2. Bank Pelaksana meneliti per-
mohonan KIK/KMKP. I

3. Apa keputusan Benk Pelazksana

3.1. Menolak permohonan KIK/KMKP,

3.2. Memproges permohonan kredit.

4. Pank Pelaksana mengirimkan
penolakan.

5. Bank Pelaksana :

- membahas permohonan KIK/KMKP
dari pemohon.

- membahas perﬁohonan deri pe-
mohon.

6. Bank Pelaksana menyetujui per-
mohonan KIK/KMKP.

7. Keputusan Bank Pelaksana di-

beritahukan kepada nasabzh.

Catatan :

Waktu rata-rata yang diperlukan adalah 21 hari kerja.




Lempirsan
- Ujung Pandang’ sA s ey

Kepadasa

L L L L B B O A B NN Y
® 8 8 8 9 08 e e A AR

PERMOHONAN FASILITAS KIK/KMKP &)

Dengen hormat,
Yang bertanda tengan dibewezh ini kami :

L]
Nama : L L B B B B B B B B I )

klam&t : L L B L B B B B B B B N I A I ]
dengan ini mengajuken permohonen fasilitas :
1. Kredit Investasi Kecil. '

Jumleh 2 e o v s £ oot CBUDLAD e BT o s o 000 s
Untuk keperluan $ sssssecnsssissssssssensstscsessenens
-Jangke waktu $ ssssssssscesess DUlan

2, Kredit Model Kerja Permanen.
Jumleh $ P S6ue on anie ok RUDLAEE ., ¢ s niniey EREE
Untuk keperluan $ ecsssccccscsccsssccssscserrrssensnnas
Jangka waktu $ esessssssssceess bulen

Sebagai bahan pertimbangen terlampir kemi sampaiken :
1. Keterangen sehubungen dengan permohonan KIK/KMKP &)
2. Foto copy surat izin, surat keterangan dll.
3. Foto copy/salinan akte pendirien (Badan Hukum)
4, Deta keuangen (Neraca, Laporen Rugi/Lesbs, dll)
5. Surat jaminan meliputl : cceccscecstsovcccscssccccsccee

® B AR SRS E R R RS RS E R EE RS RS E R

Demikianlah permohonan kemi den stas perhatiasnnya
kemi sempasiken terima kesih,
' Hormat kemi,

Sn.n!t.ttot.-..t...)




KETERANGAN-KETERANGAN YANG BERHEUBUNGAN DENGAN
PERMOHONAN KIK / KMKP

I. KETERANGAN TENTANG PEMOHOKN :
1. Perorangan/non perorangan

&. Perorangan.

- Nama pemohon $ cceeccsvenseccense
- Tempat/tgl. lehir 3 ssssssessesscenecs
- Neme istri/suami . svnsseesve il ets
- Tempet/tgl. lehir istri/

suami $ ecsceccsscanssnscs
- Pekerjaan istri/suami 5 %o vaansin deal v

b..Non pererangan.

- Nama perusahsan £ ssecesssssssrsnces
- Pengesehe kehakiman (Pen
] daftaran pengadilen) S nmmememess o b P
2. Alameat :
a. Alamat pengurus/pemilik PR R
| b. Alamat kantor/perusahasan e sB s ateaT s SN
c. Alamet proyek/usaha 5o eoseabinnsbsvissins
3. Bidang ussehsa P esecessvevsvnsosas
4. Ijin-ijin 3 adh dinilecdie ol o olb ben

a. Ijin useha.Praktek (No./

instensi yang mengeluarkan): seeeessecsscseccss
b. Ijin tempat berusaha (No./

tgl/instensi yang mengelu-

arkan) Ay S

5. Riwayat pinjeman

2. Pinjamen dari bank $ cscesessssssassses
b. Pinjeman pada bank lain S esecsssceccesssnsse
c. Pinjaman pada pihak non -

Bank $ cevesseseccssssses

II. Eeterangen cecececcscscese

h)




II. KETERANGAN TENTANG KREDIT YANG DIMINTA
| 1. Jumleh kredit yang diminta.
| a. K.I.K.
| b. K.M.K.P.

2, Tujuan penggunaan kredit
a. K.I.K, : Pendirian baru/rehs
bilitasi/perluasan

usaha/Modernisasi

LU L L

L B B A I I B B

| 3. Jangka waktu

a. K.I.K. ' $ scseccecsnsss bulan
| b. K.M.K.P, £ csesssscssess bulan
i III. KETERANGAN. TENTANG RENCANA USAHA DAN PEMBIAYAAN

J 1. Penjelasan singkat mengensei u-
|
|

saha sekerang (Nerace/Leporesn-
Rugl Laba/Data lain ! cevessssssssscssosns
l 2. Latar belekang yang mendorong
penmohon untuk mengadakan (pen
dirien beru/rehabilitasi/per-
luasan usshe/modernisasi
, 3. Rencana Proyek/Useha
| a. K.I.K.
- Lokeasi proyek/usahe $ esesscsssscancesese

- SRS

i- -Status tan&h tEmpat U.Bahe.: ERC R BN A B B I O O IR

Perincian penggunaan kre
d.it. : L O B O B O B B B B

b. K.M.K.P,
Perincian penggunaen kre

dit. P sssssssssmsssasanes
- Rencana peningkaten pen
jualan. : L B B BN B B B B B B R AR B A

4..Rencana pembiayasan

a. K.I.K. _
| = Anggaran investasi s Be coccecss
f -~ Pembiayaan sendiri 3 Be . osses

- Pembisyean deri bank lein: B. ce...

mo fessneas

|

|

[ - Pembiayesan dari bank B szzzzaz:
| .




b. K.NM.K,P
- Keperluan Modal Kerja By veubvid
- Pembiayaan sendiri t Be cevees
- Pembiayaan benk lain 3 B¢ ececeee

B
- Pembiaysan dari Bank (BNI) Ba” vovsces

_—EE=====s=s=

5., Lain-lein
g. Omzet penjualen yeng direncanaken
b. Metode penjualan dan distribusi hasil produksi
IV. JAMINAN '
1. Jaminan poko (proyek/usahe
yang dibiayail dengan kredit): ceccccscscccccccsas

2. Jaminan tambahan
a, Jenlis
el 3 1 ai
c. Bukti pemiliken
V. CONTOH TANDA TANGAN PEMOHON
1..Waktu mengajuken permohonan
2. Wektu diperiksa oleh petugas

a“w

L B I B A ]

LU B B B B B B A A

L L B O B B L B B B BN BN N N

A, Diisi dengen pertolongen saye
i« Name

2. Jabatan : l...'-'.........‘...
B. Pemeriksansaan,
1. Diperiksa tanggal 2 sailfenesrnssaceinsemn

a“s

2. Nanmasa

L L L B B B B B L B B R B O BN BN O

as

L B B B B B B B B B BN BN

3. Jabetan




Lampiran 1Y
Hal aman 1

"FPT ASURANSI KREDIT IMDOMESIA
Jl. Cikini Raya MNo. 99
Jakarta

‘hone @ ZIZO0O09 KAWAT  ASKRINDO
T T+t + 1 o ] s S At -3 1 13
SURAT FERI‘HNT(«QN FENUTUFAN FERTANGEUNGARN '
.ampiran @ ...4. eks.
Ng. 01/SP3/C7/1/91 :
Berdasarkan FERJANIIAN ASURANSI sﬁslil% BANIK. NOMOR P2K.B/103  dan
\ddendum FERJANJIAN ASURAMS] KREDIT BANIK ~ NOMOR & ...... ~..... dengan

ri  kami mengaiukan .permintaan penutupan pertanggungan atas Lredit .
aqli {—calun—) Nasabah I.’_ami : -

L. Nama (-Seslanjutnya Lu:‘lul"l Debitur

Tertanggun )} CPRAS -‘I.UG'E'RI ..................
Wl . JL: Kehuripen No.| 10 Jakarda |
b Ccv
. Bentul: Badan Hul Lim S SHIB No'. "30373716/237 ‘7137685 °
. Izin Usaha . SIUB No. 503/319/431.7137 1455
5. Jenis Usaha : ;ergnmqgin .
b « F‘J.mplrmn/f-"emegang Kuasa s ReJucharis=s, - ) o~ Tkl A
& r-:-'f.ar..-ngl $ ie s '. -]:Ie.r.ry. .(p].‘l:u.:t .IE'I: & 'Dl..l::l.e‘a_ .
e Ingan).
[. KETERANGAN MENGENAI KREDIT YAarG AKAN DIEZRIKAN/DIFPERTANGBUNGHKAN
1. Plafond Kredit (maksimum kredit) : Rg-.[2:000.000,00 .. .. A
Z. Suku Bunga Kresdit g 30 N Iuiiamp T 3
Je rnnqgunman Kredit (-Investasi/
...\r-'pln1tas:. ) e AnVERLaslE . ¥ e . s
4. Bertuf Kredit : Sektor Kredit dan = ; X
cara penarilkannva 3 5?4?%@@@?¥“P5“£3t¥1?%@43@%.
S. Jangka Walktu Eradit ' 5 (limz) tzhun
= dair i . tanogal : 1D denueT: 18897 e e e e e e e
- sampal tanggal @ 5. Janusri 1085 -- - - - o s siabie e e '
O Car’g F'e-luna-.sfn krec.iit_ ‘ * Setiap bulan (Bp 1:250.008,00)- -
7. Jdaminan dan Taksasi Nilai
Ekeeskusinya . [Tzpah/Banzunan dan Kendaraza
a. Barang tak bergeral 2 B .70.000.000,00 |
k. Barang bergeral : En ,40.000.000,00 - Ak 3
IR ;R 110:000.000.00 T
. Lasar penilaiannya . - BaTEa.pRsar’ Tocy " RNAGCTTN
ol . F"_'._g ylcatan i;.l'l:jf'u'nl"l . sfceeaeeseeseeennreeean i T
- Darang tek borgorak : .:'_:_.'-;—'.3‘?"5.3-.1{.1 ...................
- Haranr I.'-——-"'l’_ll:‘:"e'-i' SR o A R R By P R S e &
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Hal aman 2

Sumber Dana %) T Bk okok ok SR R Skl ol ok R AR B o -
R R AR I o R R S S KR ok L o e Bk sk e
- Kredit Likuiditas darli Bank/Fihak lain
- ‘Et*}at*#*_ﬂ***\wm**w*mt*#n**n

Nama Bank/Fihalkk lain (vide titik

B diatas) : BANK .1'}11??@1516 : ‘ g
Fagilitas Kredit terbatas di atas el
direncanalian alan direaligir se - 5 :
lambat—lambatnya pada tanggal : 20 Januari 3991. e e e s e e
FENUTUFAN FERTANGGUNGAN YANG DIHINTA;}
_'-'::-.f' “a.
1. Sistim Penutupan Fertang gtmqan : Co--Tnsurance
2. Janghka Waktu Fertanggungan s 5 (lima) _ tahun .. [fozeded )
- dari +drlggdl H ‘10 J.a'pl:la.'r.l 1°91 ....... s s ee e
- sampai tanggal : 13 Januari 1896 | 10100
3. Jumlah Fertanggunoan : Rp 75.000.000,00....5...- . ome
4. Tanggungan Sendiri Tertanggung
{yang dikehendaki Tertanmagung) : 40% . . o~ . ... iieioieeiannnn.
S. Cara pembayaran Fremi spSekeligut el ¢ e vis
FENGALAMAN MASA LALU DARI CALON DEEBITUR TERTANGGUNG
(=jiika ada data pada Tertanggung— }
1 Femegang. F.el_:en:.ng _seiak 3 Tnngcal A5 .Iz.nua:::. FRBLUE - e o ie
2. Telah menerima Fredit : 2,(dua) kali dari Tertangouna
2. Pelunasan Kredit tersebut ¥) : =5elalu tepat pada wal: tunya
: (=lancar—=),
—RECR Sk AW T b bR A
— e R e R R ok

4. Kredit terakhir yang diberikan atau yang dibaysar lunes ul=h
D=b1turg :

a. Kredit Eksploitasi.: Eegtuk : R/C - VYoorschot : Sesktor -
T Kredit, Perdeseneen jangha waktu, Slezm)... bulan dari tanggal
Q.03.1988 . =/d, 01.09.1988. Flatond Kredit (-malis.Kredit-)
Rp 25.000. OQO.,OO ( —tetap/mesxswsc ), Pembayaran terakhir-
tanogzl 30_08_1%?{'3 .10.000.090,00..55.53 T R el AR el 5

b. Kredit Investasi : Bentulk : R/C-Voorschot : Sektor Kredit

v<b Janglka waktu, ..12.... bulan dari tanggzl 0101159

s/d, OLOLIED. Flatond Kredit (-maks.lredit-) Ep 30.000.600.09 -

{ wescbieie /menurun—) , Grace Feriod ... bulan, penbayaran

terakkthir tanggal 12,18V sebesar Fp 3.000.00sisa BEp ...7.....

Mote : lala Lebih dard satu fasililass lredit Eksploitasi  ataw
Inwvestasl penjeslazan harap dibarilkkan pada lampiran.

9. Nota Fenutupan Fertanggungan (-Covernote-) vang teralkhir :
a. Kredit Eksploitasi ho.S/001B/00R0/:3¥orsemen Mo, ....=....
b. Kredit Investacsi Mo . 83/00035/01102300/80lcrsemen M. v veemae..
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Lampiran JV
| Halaman S

s T

1¥. Sebagai Bahan Fertimbangan Saudara, bersema ini kami sampaikan -
| 4 "Hasil Fenilaian Kami" mengenai Fermohonan Kredit Calon Nasabah
| kami termaksud, yang kami lampiri dengan : :

| 1. Neraca perusahaan untuk 2 (dua) tahun terakhir.
| 2. Perhitungan Rugi Laba untuk 2Z (dua) tahun terakhir, serta pro
yeksi perhitungan Rugi Laba setelah mendapatkan bantuan
fasilitas kredit. : )

3. Salinan R/C atau Kartu Finjaman dari Kredit Teraichir, yang di
terima oleh calon Debitur Tertanggung (-dalam hal calon Debi-
tur tersebut adalah Debitur yang baﬂp bagi Tertanggung, sali-
nan R/C atau Kartu Finjaman diganti- dengan Salinan Rekening =
Giro Calon Debitur tersebut selama 3 bulan terakhir-). '

4. Rencana penggunaan dan pelunasan kredit ( —termasulk © hasil =
hasil yang diharaplan dari lkredit yang akan diberikan-— ).

5. Daftar barang jaminan dan penilaian kami.

belanjutnya dengan ini kami menvatakan :

. Data—-data vyang kami sampaikan tersebut diatas adalah benar dan
sesual dengan keadaan yvang ada pada kami pada saat diaijulkannva
Surat Fermintaan ini.

. Kami alkan memberitahulan kepada FT ASURANSTI KREDIT INDONESIA

_apabila ada perubu.an dari data—data uang Yami sampailkan diatas.

Dalam Hal PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA memerlulian data—data lain |
bagi ' keperluan pertanggungan ini, kami bersedia memberilkan
esepanjang hal itu didalam kemampuan kami.

4. Bahwa usaha Calon Debitur saat ini adalah lancar, tidak termasult
dalam kategori Ikredit kurang lancar atau kredit macet dan tidalk
termasult dalam daftar hitam Bank Indonesie.

5. Kami tid&lk menyembunyikan astau merahasialan adanya data-data vang

" tidak baik mengenai calon Debitur Tertangoung.

6. Kami menyadari bahwa apabila ternyata data yang kami berikan tidak
sesual dengan ksnyataan atau apabila data tersebut tidalk benar, hal
tehsebut dapat membatalkan pertanggungan yang diberilkan.

Kedua belah pihak dengan ini menyatekan bahwa surat-surat bagi lkepsr =

luan pertanggungan akan diperlakulan sabaqai Surat Menyurat Rahasia.

P— _—— e ——— —— —— e ——— i — ———

| n )

el

DIRUAT DI : ..J AKETL. 8%, cun . TANGBAL ..‘:5.9ebma..i. 1 - AR (18 Lo
Surat  Fermintaan Fenuntunpan Fertanggungan iml harus o) I:j_l';j m pada
PFenangoung dalam eadalkaan lenglap heseorta Jampicrannya.

Lntul: zén atzs Mama
TeE=TANGRLNG

BNI 1943 Cab. Jakarta

( “I=s."Eko )
) Coret vang Lideak porlu . Pizmpinan
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CKASKRINDO s
P.T. ASURANS| KREDIT INDONESIA i a
NOTA PENAWARAN

No, :

i Menunjuk pada surat permintaan penutupan pertanggungan saudara Nomor :
: tanggal
dengan ini PENANGGUNG yatakan menyetujui untuk memberikan penutupan pertanggungan dengan syarat-syarat sebagaiberikut :

Il. DATA- DATA MENGENAI KREDIT

1. Nama Debitur Tertanggung H
2. Alamat Debitur Tertanggung

3. Nomor Perjanjian Kredit *) : ’
Plafond Kredit H .
5. Jenis dan sektor kredit .

6. Jangka waktu kredit *) - . s/d
7. Nilai taksasi jaminan
8. Direalisir di/oleh

Il. KETENTUAN PENUTUPAN PERTANGGUNGAN

Berdasarkan PAK BANK & ADDENDUM +  No.

Jangka waktu pertanggungan :

Jumiah Pertanggungan :

Tanggungan Sendiri Tertanggung :

Maksimum Penggantian Kerugian H

Tarip premi pertanggungan : % untuk satu jangka waktu kredit.
Premi pertanggungan

S

8. Ketentuan khusus penutupan pertanggungan 3

9. Jumiah biaya pu-tmwum-; yang harus dibayar

9.1. Premi pertanggungan :  Rp.
9.2. Bea Meterai : Rp.
9.3. Biaya Administrasi & Porto : Rp.

Rp.

( ' )

11l, Quotation (—Nota Penawaran~) ini harus dikirimkan kembali kepada PENANGGUNG selambat-lambatnya 45 hari setelah tanggal
dibuatnya. Pengiriman setelah tanggal tersebut tidak lagi mengikat PENANGGUNG untuk membuat Nota Penutupan Pertanggung-
an. Dalam hal Quotation ini di setujui, pengembaliannya disertai dengan Tembusan Akad Kredit dan Pengikatan Jlmlnl_n.

DIBUAT DI TANGGAL
Menyetujui, PT ASURANSI KREDIT INDONESIA

*) Diisi oleh Tertanggung.

KANTOR PUBAT ; JL CIKINI RAYA $8- 101 JAXAATA 15330 TROMOL POS D000 JAKANTA 10003 TELP. 310000 (8 Sehwen) TELEX 01884 ASKNIN iA FAX ([021) 333718 KAWAT : ASKRINOO
KANTOR CARANG : MEDAN - Ji. SULTAN BXANDAA MUDA Mo, 1 TELP. 522308 UJUNG PANDANG ~ JL KAKATUA No. 2% TELP. 2780
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CK ASKRI .
e ——

KANTOR PUSAT : JL. CIKINI RAYA 99-101 JAKARTA 10330, TROMOL POS 3693 JAKARTA 10002
TELP. 320009 (6 Saluran) TELEX 61884 ASKRIN IA, FAX 333716 ASKRINDO

KANTOR CABANG : MEDAN — JL. SULTAN ISKANDAR MUDA No. 2 TELP, 522366
UJUNG PANDANG — JL. KAKATUA No. 26 TELP, 82788

NOTA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN
NO. '

Dengen ini PENANGGUNG memberikan penutupan pertanggungan stas Kredit-Kredit dengan data dan ketentuan-
ntuan sebagai berikut :

DATA MENGENAI TERTANGGUNG :

| DATA MENGENAI KREDIT

-

| Sebagaimana terperinci pada Deklarasi jumiah Pertanggungan yang dibuat oleh TERTANGGUNG :
| No. :
[ Tgl.

yang terlampir pada Nota Penutupan ini.

-

KETENTUAN-KETENTUAN PERTANGGUNGAN  :

1. Berdasarkan Perjanjian Asuransi Kredit No. :
dan Addendum No. :

2. Jumiah Pertanggungan : Rp.

3. Debitur yang ditanggung : Debitur PK

4. Debitur yang tidak ditanggung

Perhitungan Premi Pertanggungan 3

6. Jumileh biays pertanggungan yang harus dibayar :

a. Premi Pertanggungan : Rp.
b. Bea Meterai : Rp.
c. Biaya Administrasi & Porto HE
JUMLAH : HRAp. 2

TA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN INI SEKALIGUS BERLAKU SEBAGAI NOTA TAGIHAN, SELANJUTNYA b el
IBAYAHAN BIAYA PERTANGGUNGAN TEHSEBUT DI ATA'S HARAP DILIMPAHKAN PADA REKENING KAMI

UAI SURAT KAMI NO.

UAT DI TANGGAL
PT ASURANSI KREDIT INDONESIA



| e A
CKASKRINDO = “/é.

P.T. ASURANSI KREDIT INDONESIA
NO. PERMINTAAN : NO. PENUTUPAN :

NOTA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN

Dengan ini PENANGGUNG memberikan penutupan pertanggungan atas Kredit yang direalisir oleh TERTANGGUNG
dengan data dan ketentuan sebagai berikut :

I DATA MENGENAI KREDIT :
Nama Debitur Tertanggung

Alamat Debitur Tertanggung §
No. Perjanjian Kredit - ; ) {3 o™
Plafond Kredit (—~Maks. Kredit—) : ;
Jenis dan Sektor Kredit $
Jangka Waktu Kredit : s/d
7. Jenis dan Nilai Taksasi serta Pengikatan

Jaminan :
8. Direalisir di

@ PE NN -

I KETENTUAN MENGENAI PENUTUPAN PERTANGGUNGAN :
1. Berdasarkan Perjanjian Asuransi Kredit Bank No. :

2, Jangka Waktu Pertanggungan e e s/d

3. Jumlah Pertanggungan :

4. Tanggungan Sendiri Tertanggung ! esnnn % dari KERUGIAN, dengan Maksimum Penggantian
sebesar

5. Perhitungan Premi Pertanggungan

Tarip Premi ¢ ovcvvvcsnennnee % Premi ¢
6. Ketentuan-ketentuan khusus

7. Jumiah biaya pertanggungan yang harus dibayar

a. Premi Pertanggungan :Rp.

b, Bea Meterai :Rp.

c. Biaya Administrasi & Porto Rp. .
JUMLAH ‘Rp..

NOTA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN INI SEKALIGUS BERLAKU SEBAGAI NOTA TAGIHAN, SELANJUTNYA
PEMBAYARAN BIAYA PERTANGGUNGAN TERSEBUT DIATAS HARAP DILIMPAHKAN PADA REKENING KAMI
DI SESUAI DENGAN SURAT KAMI NO. 1150/DIR/X1/1978.

DIBUAT DI TANGGAL

ANTOR FURAT | JL CIRINI RAYA B9~ 101 JAKARTA 10030 TROMOL FOS e JAXARTA 10007 TELP, 320008 |8 Sakeran) TELEX 81084 ASKAR W4, FAX 1021] T8 KLAWAT : ASLRNDO
ANTOR CABANG : MEDAN = JU SULTAN ISKANDAN MUOA No. ] TELP, 821068 UJUNG PANDANG = JL KAKATUA No. 28 TILP, k2788




DIAGRAM TATACARA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN
SECARA KASUS DEMI KASUS
(TIDAK OTOMATIS)

SAN

: Perjanjian Asuransi Kredit antara PT
ASKRINDO dengan BANK.

(1) : Permintaan Kredit dari Pengusaha kepada
BANK.

(2) : Permintaan Pertanggungan dari BANK

kepada PT. ASKRINDO.

DIAGRAM TATACARA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN
SECARA OTOMATIS

4. P.PP. (3)
P.B.  (4)
6. N.P.P. (5)

7. KK (6)

: Penawaran Penutupan Pertanggungan da
ri PT ASKRINDO kepada BANK.

: Persetujuan BANK atas P.P.P, (3).

: Nota penutupan Pertanggungan dari PT
ASKRINDO kepada BANK.

: Keputusan Kredit dari BANK untuk Pe—
ngusaha.

IGAN

i : Perjanjian Asuransi Kredit antara PT
ASKRINDO dengan BANK,

(1) : Permintaan Kredit dari Pengusaha A"
kepada BANK kemudian Keputusan Kre-

2) dit dari BANK untuk Pengusaha " A”.

3) : Permintaan Kredit dari Pengusaha "B”

(a) kepada BANK , kemudian Keputusan Kre
dit dari BANK , untuk Pengusaha ""B”.

(5) : Permintaan Kredit dari Pengusaha “C”

P.AK,

K.K. (6]
s or- M
6. BP.P. (B)

: Keputusan —keputusan Kredit BANK untuk

: Atas dasar Deklarasi Pertanggungan dari

1 Kepada BANK , kemudian Keputusan Kre-
dit dari BANK untuk Pengusaha*C”.

Pengusaha—pengusaha tersebut di atas (2),
(4), dan (6) dideklarasikan oleh BANK
kepada PT ASKRINDO secara kelompok
(—di_dalam satu Deklarasi Pertanggu—
ngan—).

BANK terssbut (7). PT ASKRINDO
menerbitkan Nota Penutupan Pertang -
gungan untuk BANK'.




